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Perihal : Survey Meningkatkan Peran Kepemimpinan  

Hakim Perempuan di Pengadilan 

 

Kepada: 

1. Yth. Hakim Tinggi Pemilah Perkara  

2. Yth. Ketua Pengadilan dan Hakim Tingkat Banding 

pada Peradilan Umum di Seluruh Indonesia 

3. Yth. Ketua Pengadilan dan Hakim Tingkat Pertama 

pada Peradilan Umum di seluruh Indonesia  

 

Dengan Hormat, 

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjalin kerjasama yusidisial dengan 

Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) sejak tahun 2004. Berdasarkan 

MoU terakhir yang ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2020, salah satu fokus dari 

kerjasama ini adalah pertukaran pengetahuan dan pengalaman kedua lembaga peradilan 

untuk meningkatkan peran kepemimpinan hakim perempuan. Kerjasama ini terlihat pada 

pelaksanaan Dialog Internasional Peran Kepemimpinan Hakim Perempuan di Pengadilan 

pada 15 April 2021 dan 21 April 2022 serta Kunjungan Kerja ke FCFCOA (Sydney dan 

Melbourne) pada bulan Oktober 2022 yang juga melibatkan Mahkamah Agung lain seperti 

New Zealand, Malaysia dan Pakistan.  

Dalam kerangka kerjasama tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menjadi 

salah satu delegasi dalam Kunjungan Kerja Mahkamah Agung RI ke FCFCOA yang 

diselenggarakan pada 18-20 Oktober 2022 dan dilakukan secara hybrid diikuti oleh hakim-

hakim tingkat pertama, banding dan hakim agung dari semua lingkungan peradilan. Salah 

satu tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah mengadakan Survey Meningkatkan Peran 

Kepemimpinan Hakim Perempuan di Pengadilan. Sesuai arahan dari YM Ketua 

Mahkamah Agung RI, survey ini akan dilakukan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2023 

dan 2024. Oleh karena itu, diharapkan  Hakim Tinggi Pemilah Perkara, Ketua Pengadilan 

dan Hakim Tingkat Banding pada lingkungan Peradilan umum di Seluruh Indonesia serta 

Ketua Pengadilan dan Hakim Tingkat Pertama pada lingkungan Peradilan umum di seluruh 

Indonesia untuk mengisi survey persepsi tersebut pada link berikut ini:   

https://www.surveymonkey.com/r/Peradilan_Umum paling lambat pada Senin, 31 Maret 

2023.  

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami 

ucapkan terima kasih.  
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